
                                                                           
 
 
 
 
      

          LAPORAN SINGKAT 
          KOMISI II DPR RI 

  (BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  

REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tahun Sidang : 2017-2018 

Masa Persidangan :  IV 

Rapat Ke- : 4 

Jenis Rapat :  Rapat Dengar Pendapat 

Sifat Rapat :  Terbuka 

Hari/Tanggal :  Selasa, 13 Maret 2018 

Waktu :  Pukul 10.00 WIB s.d Selesai 

Tempat :  Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III)   

  Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta 

Acara           : Membahas Rancangan Peraturan KPU dan 
Rancangan Peraturan Bawaslu 

Ketua Rapat :  1. H. Zainudin Amali, SE, M.Si /  Ketua  Komisi II     
        DPR RI  

  2. Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA/ Wakil Ketua        
        Komisi II DPR RI 

Sekretaris Rapat :  Drs. Nasrulloh, M.A.P/ Kabagset Komisi II DPR RI  

Hadir :  A. 19 dari 42 Anggota Komisi II DPR RI  

   B. Staf   Ahli    Menteri    Dalam    Negeri    Bidang 
             Pemerintahan 

   C. Ketua KPU RI 

   D. Ketua Bawaslu RI   

            
I. PENDAHULUAN 
 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat 
Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Staf Ahli Menteri Dalam 
Negeri Bidang Pemerintahan, Ketua KPU RI dan Ketua Bawaslu RI 
dengan agenda Membahas Rancangan Peraturan KPU dan Rancangan 
Peraturan Bawaslu, pada hari Selasa, 13 Maret 2018, dibuka pada pukul 
10.45 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Zainudin Amali, SE, M.Si dan 
dinyatakan terbuka untuk umum.  
 

II. KESIMPULAN 
 

1. Terhadap Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor … 
tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam 
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Penyelenggaraan Pemilihan Umum, telah dilakukan pembahasan dan 
disetujui tanpa perubahan 

 
2. Terhadap Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor … 

tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Luar Negeri dalam 
Penyelenggaraan Pemilihan Umum, telah dilakukan pembahasan dan 
disetujui tanpa perubahan 

 
3. Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2018 

tentang Pembentukan dan Tata Kerja  Panitia Pemilihan Kecamatan, 
Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara 
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, telah 
dilakukan pembahasan dan disetujui tanpa perubahan 

 
4. Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2018 

tentang Pembentukan dan Tata Kerja  Panitia Pemilihan Luar Negeri, 
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dalam 
Penyelenggaraan Pemilihan Umum, telah dilakukan pembahasan dan 
disetujui tanpa perubahan 

 
5. Terhadap Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor … 

tahun 2018 tentang Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian dan 
Verifikasi Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum dan 
Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, telah dilakukan 
pembahasan dan disetujui tanpa perubahan 
 

6. Terhadap Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 
Nomor ... tahun 2018 tentang Pengawasan Pemungutan Suara di 
Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil 
Walikota, telah dilakukan pembahasan dan disetujui tanpa perubahan 

 
7. Terhadap Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Nomor ... tahun 2018 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil 
Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil 
Walikota, telah dilakukan pembahasan dan disetujui tanpa perubahan 

 
8. Terhadap Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Nomor ... tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan 
Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum, telah dilakukan 
pembahasan dan disetujui tanpa perubahan 

 
9. Terhadap Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Nomor ... tahun 2018 tentang Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi 
dan Daerah Pemilihan dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, telah dilakukan 
pembahasan dan disetujui tanpa perubahan 
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10. Terhadap Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 
Nomor ... tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di 
Luar Negeri, telah dilakukan pembahasan dan disetujui tanpa 
perubahan 

 
11. Terhadap Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Nomor ... tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran  Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 
Walikota dan Wakil Walikota, telah dilakukan pembahasan dan 
disetujui tanpa perubahan 

 
12. Terhadap Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Nomor ... tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 
dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, telah 
dilakukan pembahasan dan disetujui tanpa perubahan 

 
 

III. PENUTUP 
 

 Rapat ditutup pukul 19.05 WIB. 
 

 

 

 
 
 

 
 

        Jakarta, 13 Maret 2018 
              KETUA RAPAT 

 
ttd 

 
     IR. H. AHMAD RIZA PATRIA, MBA 

                     A-345 
  

 
  

 


